
Menimbang 

Mengingat 

d 

BUPATIKARANGASEM 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 27 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; / 

2. Undang-Undang Nomor ff Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5358); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6646); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 1); 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA 

ASING. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenKarangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Karangasem. 
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Karangasem. 
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara 
Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah. 

8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja 
TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 
TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat 
RPTKA adalah rencana penggunaan TKA padajabatan tertentu yang dibuat 
oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu dan jangka waktu 
tertentu. 

10. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 
disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang 
disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 

11. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 
selanjutnya disebut Pengesahan Perpanjangan RPTKA, adalah 
rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi 
TKA yang mempunyai lokasi kerja sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

12. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutya disebut 
Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran Dana 
Kompensasi Penggunaan TKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi 
TKA yang bekerja di wilayah Daerah. 

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
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BAB II 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 2 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi PTKA dengan menggunakan SKRD. 

Pasal3 

(1) Wajib Retribusi PTKA melakukan pembayaran retribusi secara online. 

(2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan melalui Bendahara Penerimaan menerima 
pembayaran Retribusi PTKA dari Wajib Retribusi sebesar yang tertuang 
pada SKRD dengan surat tanda bukti pembayaran. 

(3) Penerimaan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dicatat dalam pembukuan yang merupakan penerimaan uang kas 
yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah. 

Pasal 4 

(1) Bendahara Penerima menyetor seluruh Retribusi PTKA ke rekening kas 
umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan SSRD. 

(2) Dalam hal penyetoran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertepatan dengan hari libur, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja 
berikutnya. 

BAB III 
FORMULIR ADMINISTRASI DAN KETETAPAN RETRIBUSI PERPANJANGAN 

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

Pasal 5 

Formulir administrasi dan ketetapan Retribusi PTKA yang digunakan, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Serita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 1), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 1 Agustus 2022 

NBUPATI KARANGASEM, (!> 
k e, 
4IGEDE DANA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal Agustus 2022 
SEKRETARIS A H KABUPATEN KARANGASEM, 

NGASEM TAHUN 2022 NOMOR 27 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR 27 TAHUN 2022 
TENTANG 
TATA CARA 
PEMUNGUTAN 
PENGGUNAAN 
ASING 

PELAKSANAAN 
RETRIBUSI 

TENAGA KERJA 

ADMINISTRASI DAN KETETAPAN RETRIBUSI PERPANJANGAN PENGESAHAN 
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

KODE URAIAN 

LPAD - 1 SKRD 

LPAD-2 SSRD 

o? n BUPATI KARANGASEM, 

41GEDE DANA 



' 'rosy sroro 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

DINAS KETENAGAKER.JAAN 

·reg]aw~ gw7op-fgrr 
Jalan Ahmad Yani No. 29 Telp .(0363) 21647 

9rrg 
Amlapura-80813 

Email: fisnakerKarangasem@gmail com 

SSRD 
( SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH ) 

Bendahara Penerimaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem 
telah menerima uang sebesar Rp. 

Dengan huruf ( 

NAMA PERUSAHAAN 
NAMATKA 
ALAMAT 
Sebagai Pembayaran 

NOMOR URUT 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja 
Tenaga Kerja Asing 

Untuk Masa Retribusi 

Berdasarkan Surat Ketetapan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah) 

No Kade Rekening Jenis Retribusi Daerah 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 

Jumlah (Rp.) 

Jumlah Sanksi : a. Bunga 

Dengan Huruf 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Amlapura, 
Bendahara Penerimaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Karangasem 



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 

DINAS KETENAGAKER.JAAN 

rw]+g]aw pg7ogfigrrn 
Jalan Ahmad Yani No. 29 Telp .(0363) 21647 

·9r-rag 
Amlapura-80813 

Email: disnakerfarangasem@gmail.com 

SK R D 
( SURAT KETETAPAN RETRIBUSJ DAERAH) 

Masa Retribusi 
Tahun 

NAMA PERUSAHAAN 
NAMATKA 
ALAMAT 

NOMOR URUT 

No Kade Rekening Jenis Retribusi Daerah Jumlah (Rp.) 

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah Sanksi: a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf 

Amlapura, 
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem 


